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TENTANG

1ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIRAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

KABUPATEN ENREKANG

Lr : @& bahwa Pendidikan Sekolah Dasar telah menyelenggarakan

Program keglatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b, bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu

Mengingat A B2

mengeluarkan Surmat Izin Pendirian/Cperasional Pendidilkan
Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Peadidikan dan Kabudayaan Kabupaten
Enreckang,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 979 tentang Kesejahteraan
Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 167¢
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143};

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak; (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109); :
Undeng-Undang Nomor 20 Tihun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Rasional (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambah:n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430 1);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Negara (Lembarin Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antsra Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Revublik Indamsein Takoe Ann-



/s,

11,

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5234);

Umuuﬂarg Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan
Duerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Taban 2014
Nomor 244, Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sema telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang ‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembarun Negara Republik,
Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pmrinuh Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NOMOR 4496] sebagaimana telalh
diubah dengan peraturan Pemerintah Pemeérintah Nomor 32
Tahun 2013 (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410;

negara republik

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggarnan  Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Takun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembarin Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Timbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menateri Pendidikan Nisiona) Nomor 24 Tahun 2007

tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarama  Sekolah
Dasar/Madrasah Ibddaiyah, Sekolah Menengah
PM/MM -Tsanawiyali dan Sekolah Menengah
Ats/Madrasah Aligah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dankebudayaan subagaimana telah dua kali

diubah Peraturan Menteri Penditlikan dan Kebudayaan Nomor
25 Tahun 2014,

MEMUTUSKAN

¢ Memberikan Izin Persetujuan Pendisian/ Operasional Pendidikan



Kedua : Amummm~mympmgdaﬁkcmmyangw1aku. =
mmpmbamm-rmm/ Opcrasional pada diktum Kesaru
akan dicgbut,

Ketiga : Kepum.mﬁmbmm.-ejuwmdmm
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakmperbanxnseblgﬂmmamcstinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 24 Juni 2015

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan

2. Kepala DPKAD Kab.

3, chahBAPPEDAKab.m\:hng

4. Inspektur Kab.

S. Muing-msingyangbumngkuun

6. Pertinggal,
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